¥ BAWASLU

RADAN P NGAWAS PEMILINAN UNMUM

KABUPATEN BONE

Alamat : Jalan Budi Utomo, Kelurahan Manurunge
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Kode Pos 92711

Email : set bone@bawaslu.qo.id

Nomor : 103/PM.00.02/K.SN-03/11/2024 18 November 2024
Sifat : Penting

Lampiran -

Hal : Imbauan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada program dan jadwal kegiatan
Kampanye Rapat Umum

Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone

Nomor urut 01, Nomor urut 02 dan Nomor urut 03

Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bone

Nomor urut 01, Nomor urut 02 dan Nomor urut 03

di -

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2024.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor:
274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan Tugas Pencegahan Pelanggaran dan
Sengketa Proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka
disampaikan hal — hal sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Bone Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten :

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang menyebutkan:

Pasal 22A

Ayat (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab
bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

Ayat (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,
serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas
Kabupaten/Kota.

b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi :
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Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas

melakukan pencegahan terhadap:

a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan

b. sengketa proses Pemilu.

2. Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan
Wakil Wali Kota, yang berbunyi :

Ayat (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan

bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan

Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

e. Pelaksanaan Kampanye

3. Peraturan mengenai tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota dalam
mengawasi pelaksanaan kampanye:

Pasal 30 huruf (a) angka (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah :

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi :

4. Pelaksanaan Kampanye.

4. Peraturan mengenai kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

a. Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

21. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah
kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi,
dan program Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur, Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon
Wakil Walikota.

b. Pasal 1 angka (12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
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Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang

berbunyi:

12. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah
kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi,
dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

c. Pasal 40 ayat (2) huruf (a) dan ayat (3) Pasal 41 ayat (1), ayat (2) ayat

(3) ayat (4) ayat (5) ayat (6) Pasal 42 ayat (1) huruf (b) ayat (2) ayat

(2),ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

yang berbunyi:

Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. rapat umum;

(3) Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai
Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,
Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan
lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 41

(1) Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf

a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat
pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu
ibadah di Indonesia.

(2) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di

lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.

(3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.

(4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku
ketentuan paling banyak: a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur
dan wakil gubernur; dan b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan
wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

(5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye
rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan
memperhatikan usul dari Pasangan Calon.

(6) Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
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dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman

pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.

Pasal 42

(1) Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan
kepada:

b. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil
walikota.

(2) Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
undangan. ketentuan peraturan perundang

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
informasi:

a. bentuk kegiatan;

b. maksud dan tujuan;

c. tempat dan waktu,

d. nama pembicara dan tema materi;

e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan

f. penanggung jawab.

(4) Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga
Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam
Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.

5. Larangan dalam Kampanye Pasal 57 angka (1) huruf j Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota, yang berbunyi:

Pasal 57
(1) Dalam Kampanye dilarang:
j- melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau
dengan kendaraan di jalan raya;

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bone yang demokratis. Maka Badan Pengawas
Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Kabupaten Bone mengimbau untuk:
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1. Tidak melanggar larangan dalam Kampanye metode Rapat Umum dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif, aman, damai, tertib, dan
lancar pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,
Melaporkan dugaan penyimpangan, kesalahan dan/atau pelanggaran
Pemilihan kepada Pengawas Pemilu di wilayah Kabupaten Bone.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan

kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar sebagai Laporan
2. Ketua KPU Kabupaten Bone
3. Pertinggal
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